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1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut UL Nomeor 16 Tahun 2009, Pajak merupakan komponen penting bagi
péembangunan negara. Pajak digunakan untuk membiayal berbagal macam
pengeluaran publik. Pajak dibayarkan oleh rakyst kepada negara berdasarkan
undang-undang. Pajak didefinisikan pembayaran wajib pada negara yang terutang
oleh orang pribadi atay badan yang bersifut memaksa Berlandaskan UU, tanpa
memperoleh timbal balik secara wm diterapkan guna keperluan negara
yakni sebesar-besarnya hagi hnntumu rkyat. Dalam upaya meningkatkan
penerimann pajak di negara Indonesia. wajib pajak merupakan salah satu aspek
vang sangat penting dan maﬂ;lpﬂﬁﬂn tulang p'lmggmgpmmlnwk negara
(Riyanig, 2043)

Pajak juga merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk
m:ﬂukulﬁm pembangunan di negars. Mamun Salah sata Le:mhhm :
dapaf menghambat wajib pajak pemungutan pajak tentang kepatuhan pajak (Ziex
Compliance). Kepatuhan wajib pajuk horus diterapkan pada setiap wajib pqﬂ{
orang pribedi dan badan untuk membayar dan melaporkan m tepat w*l'u
(Kusuma, 2016},

Pnjék terbagi menjadi beberapa jemis diantaranyn kﬂunjihm pejak untuk
UMKM. Memurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 008 tentang Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM), usaha kecil dide finisikan sebagni kegiatan ekonomi
produktif yang berdiri sendiri, Kegiatan UMKM ini jugs dilskukan sendiri atau
badan yang tidak ada kaitannya m pﬁm w adanya kepintan,
UMEM sendin sangat membantu dalam hal ekonomi msupun dalsm hal lspangan
kerja (Patel & Govena, 2019),

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayaran pajak,

pemotongan pajak dan pemungutan pajak. yang mempunyai hak dan kewajiban

perpajakan sesual dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan
{Pajak.go.d, 2020). Pendapatan dan penerimaan pajak meningkat ketika kewajiban



pajak tinggi. Artinya. jika sefuruh wajib pajak di dalam meperi patuh membavar
pajok, maka pembangunan menjadi terdorong dan tarpet pendapatan bisa terpenuhi
(Merliyana dan Saefurahman, 2017).

Kepatuhsn wajib pajak jugs bukanlah hal vang mudah dilakukan, banyak orang
melakukan penghindarmn wajib  pajok  dengan melakukan kecursngan dan
cenderung melakukan pelanggaran hukum agar terhindar dari wajib pajak vang
telah ditetapkan dalsm Undang-Undang (Kartikasari dan Yadnyana, 2020). Namun
ada kebijakan pemerintah yang melakukan penurunin pajak dari 1% menjadi 0.5%
bagi pelaku UMKM dengan tajuan M%MUMKM tidak menjadi
tebebni srts semali ingan kit bban pakiy (ot 2000,

Pcmiksamm ndahhmhghmn mngi;inmﬂm mengolah
data, keterangan, atau bukti yang dilsksanakan secars objektif din profesional
berdogarkan suaty standar pemeriksaan uniuk mnﬂqﬁ‘w pt:memﬂmn
kcmjhmn dan untuk tujuan lain dalam r'.mgk'.i nelaksar
ngan perpajakan (Halim, 2016).

Pelu}rmmmmakan sesuatu perihal, yang dapat meningkatkan hasrat wﬂ '
Pﬂjﬂh guna memenuhi kewajiban perpajakannya dan juga diharap petugas
pelaylﬂn pujak pun memiliki kompetensi yang baik. Berkaitan dengan seluruh
perihal yang mempunyai hubungan dengan perpajakan di Indonesia. (Sapriadi,
2013) kualitzs pelavanan perpajakan mempakan ukuran dmﬂ:mdmhfn’hh
nmsymhtwhndﬂp kualitas yang diberikan, apakah masyarakat puss atau tidak.
Wajib pajak tidak dipersulit dengan proses administrasi baik waktu maupun teknis
prosedur pmjuw.{\'htﬂln Zhedanov, 2011)

Puliu jawa hﬁi‘ﬁlﬂrﬁﬁmﬁﬁiﬂl 119 kabupaten. Sakh satunya Provinsi
Daerah Istimewah Yogyakarts yang memiliks 4 Kabupaten | Kota. UMKM di
Kabupaten Sleman berada. palifif SERYRI SRS RABMIMEN yang hin, Berikut
jumlah perkembangan UMEM di Sleman.




Tabel 1. 1 Perkembangan UMKM Sleman

Tahun | Jumlah | Jumlah WP UMEM Jumiah Realisasi
UMEM Yang Terdafiar Laporan SPT | Penerimaan Pajak
UMEM
2019 4]1.852 10.855 9,553 31268 498.577
2020 63382 8192 7.263 20.016.668.070
2021 90170 5.966 5,263 [5.819.534.658
2022 90.357 T.147 6.528 19,000, 333.427

Sumber data: Bapeda Provinisi DI Yogyakarta, tabun 2023,

Berdasarkan tabel dintas dapat dilihat perkembangan UMEM di tahun 2019
hinggs 2022 cenderung meningkat di Kabupaten Sleman. Namin  dengan
pemngkaton terscbut, maka jmnelm UMEM terdafiar fhﬂ Iﬂﬁq:ﬂrk:m pajk
mengaksmi pemimunan dari tahun 2019-2021 di tahun 2022 mengalami peningkatan
Berdasarkan data yang diperoleh diketahui jumish UMKM di Sleman terbilang
cukup tinngg jr:lﬂilsebe-i:lr 90.557 UMEM pada tahun 2022 "mgh demikian
tidak sesuai dengan jumiah wajib pajak UMKM yang terdaftar dan melapor pajak.

Sﬂhlngg: 'Epﬁ};n-m!ﬂlisaﬂ sangat periu dilakukan agar pemahaman te;"lhng
pajak dan kmﬂmnpnj:k semakin baik. Sosialisasi juga dapat ditakukan dengan
cara melakuksn penyuluhan. Sosialisasi perpajakan yang intens dapat menambah
pengetahuan calon wajib pajak mengenai segala hal yang berkaitan dengan
perpajakan (Jannah. 2016).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib pajak
UMEM sangal penting, Karena mginﬁwudap:um besar Indonesia Sehagian
besar dari sektor pajak, Salah satunya UMEM. Kepatuhan wajib pajak juga sangat
perly dilakukan, Namun ada’ beberaps UMKM  vang fidak patuh, Terhadap
kewajiban pajaknyn hal ini dikarenakan kurangnys informasi atau kurang
pemahaman tentang wajib pajak UMKM itu sendiri. Kepatuhan pajak yaitu
aktivitas wajib pajak ketika mereka memenuchi kewajiban membayar pajak dalam
hal kepatuhannya secara formal dan material (Juliani dan Sumarta, 2021).



Pemerintah juga telah melakukan beberapa upaya salah satunyn dengan adanya
sosialisasi dan mengubah kebijokan, Kebijakan yang diubah pemerintah yaitu
Official Asvessment Svstem ke Self’ Assessment Systew. Dimama sysiem ini sendiri
memberikan kebijakan penuh terhadap Wajib pajak itu sendiri, kebijakan mengenai
penuruman {arif pajak dar 1% menjadi 0.3% bag pelaku UMKM dengan tujuan
supaya Wajib Pajak UMKM tidak menjadi terbebani serta semakin ringan terkait
beban pajaknya (Putra, 2020),

Penelitian ini mengacu kepada beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan
Arini (2023), Rahmawati dan-Handayani/ {iﬂn] :m:mh (2023). Yang
memiliki hasil bahwa Mdfﬁmmp. Wh Emdﬁf dan signifikan terhadap
kepatuhan wuj'hpnyl.. Sm@mﬂmmg dilakukan Lesmana dan Setyadi
(2020), Mmmh pen'mw“h positif dan tidak signifikan ferhadap
kepﬂtumﬁljibpﬂjuk

H:!ﬁl ]:mﬁlm Finanda (2023), Mardhatilla., Dikk [’N‘H}, Budiman., Dkk
(2019). w hasil Sosialisnsi pajak berpengaruh poﬂfdmiaﬁﬂm
terhadap ' kepatuhan wajib pajak. Menunjukan hasil yang herbeda bahwa
Listiyowati, Dkk (2021), Sosialisasi berpengarub positif dan tidak signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak.

i"annﬁmnhﬂhdrﬁmn Dkk (2019), Mardhatilla., Dkk [M_Eimm (2023),
Memiliki hasil Pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepﬂiuﬂm.mjih pajak. namun terdapat perbedaan pfw ﬂn;tﬂnluukm oleh
Listiyowati., Dk (2021) yang memiliki hasil pelayanan pajak berpengurub positif
dan tidak signifikan terhadsp kepatuhan wajib pajak.

Berbagai penelitian diatas menunjukan hasil vang tidak konsisten, Penelitian
ini merupakan replikasi dari penelitinn, Listiyowati, DEK. Dari berbagai hasil
penelitian diatas membuat pmelﬂﬂﬂ'hﬂrulﬂﬂkmﬂﬁmﬂh tentang judul,
“PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, PELAYANAN PAJAK, DAN
SOSIALISAS] PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. FPADA
UMEM DI KABUPATEN SLEMARNY



1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka dapat dirumuskan
beberapa masalsh dalam penelitian ini sebagai berikut:
|. Apakah pemerikssan pajak berpengaruh positif dan signifikan Terhadap
kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Apakah pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan




1. Bagh Akadeanis

perkembangan ilmu dan pengetahuan dimasa mendatang dalam penyelesaian
2. Bagi Penelitian akan Mendatang

Dengan adanya penclitian ini dibarapkan dapat menjadi referensi untuk

penelitian selanjutnya dengan topik yang sama yaitu minal investasi mahasiswa.

3 Bagil[uﬂm?ehynml’a]lk
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